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Abstrak
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui bank syariah dan bank konvensional. Terlihat pada website resmi BAZNAS yang menggunakan 7 bank yang masih berlabel konvensional. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada lembaga zakat baik berlabel pemerintah maupun swasta masih belum menerapkan PSAK 109 dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak/ sedekah, serta dalam penyajian dan pengungkapan dana non halal. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui penerapan PSAK 109 BAZNAS R.I dalam menyajikan dan mengungkapkan dana non halal. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Komponen laporan keuangan BAZNAS R.I 2022 dan 2021 secara garis besar telah mengikuti standar PSAK 109 terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun didalam penyajian dan pengungkapannya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 109 khususnya dana non halal. Catatan atas laporan keuangan BAZNAS R.I tahun 2022 dan 2021 tidak melakukan pengungkapan keberadaan dana non halal, serta mengenai kebijakan atas penggunaan lembaga keuagan non syariah. Dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan Laporan keuangan Audited BAZNAS 2022 dan 2021 belum sesuai dengan PSAK 109. 

Kata kunci : Dana Non Halal, PSAK 109, BAZNAS 
Abstract
The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) collects and distributes zakat funds through Islamic banks and conventional banks. It can be seen on the official website of BAZNAS which uses 7 banks that are still labeled conventionally. Based on previous research, shows that there are zakat institutions, both government and private, that still have not implemented PSAK 109 in managing and reporting zakat funds, infaq/alms, as well as in the presentation and disclosure of non-halal funds. The purpose of this study is to find out the application of PSAK 109 BAZNAS R.I. in presenting and disclosing non-halal funds. The research method used is descriptive qualitative with a literature study using secondary data. The results of this study are that the components of the 2022 and 2021 BAZNAS R.I financial statements have generally followed the PSAK 109 standard consisting of Balance Sheet, Fund Change Report, Report on Changes in Assets under Management, Cash Flow Statement and Notes on Financial Statements. However, in the presentation and disclosure, there are still some that are not by PSAK 109, especially non-halal funds. The records on BAZNAS R.I's financial statements for 2022 and 2021 do not disclose the existence of non-halal funds, as well as regarding the policy on the use of non-sharia financial institutions. It can be concluded that the practice of implementing the Audited BAZNAS Financial Statements 2022 and 2021 is not by PSAK 109.
Keywords: Non-Halal Funds, PSAK 109, BAZNAS.
PENDAHULUAN 
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (sholihah, 2019). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang merupakan organisasi non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yakni menteri agama (Bahri et al., 2017). Badan  Amil Zakat (BAZ)  sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki stakeholders yang sangat luas (Yunus et al., 2023). Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan (Shahnaz, 2015). Badan Amil Zakat  merupakan badan/lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang undang untuk melakukan kegiatan pengeloaan zakat,infak dan sedekah dengan wewenang mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 
Lembaga pengelola dana zakat dituntut untuk memberi keyakinan para muzakki dan donatur. Bentuk tanggung jawab pengelolaan dana yang dikelola berupa laporan dapat memberi informasi meliputi seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, tata kelola keuangan, dan pengelolaan zakat (Abdullah et al., 2023). Maka dari itu  pengelolaan zakat harus sesuai dengan peraturan  yang berlaku (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016). Amil dalam melakukan pengelolaan zakat,infak dan sedekah harus atas dasar aturan yang ditetapkan agar berampak pada pengelolaan yang akuntabel (Nasim et al., 2014). Dalam hal penyajian laporan keuangan, amil juga dituntut untuk melakukan pegungkapan terkait saldo dana  yang disajikan (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Pengungkapan merupakan wujud akuntabilitas bagi lembaga pengelola zakat, termasuk pada pengungkapan dana non halal karena hal tersebut berkaitan syariat halal/haram (boleh/terlarang). Terselenggarannya pelaporan pengeloaan keuangan yang terbuka sesuai standar dan syariat merupakan nilai jual tersendiri lembaga pengelola zakat kepada publik. 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan suatu standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah (IAI, 2008). PSAK 109 diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan lembaga/organisasi pengelola zakat (Abdullah et al., 2024). Adanya standardisasi tersebut bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran,penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah sehingga terjadi keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia (Rahman, 2015). Penerimaan dana non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional (Mutaqin et al., 2024) . Kejelasan status halal suatu produk merupakan hal yang sangat fundamaental bagi umat muslim sehingga sangat diperlukan informasi terkait status halal suatu produk.  Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
Pada proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan bank konvensional juga. BAZNAS dan LAZ memiliki rekening pada bank syariah dan bank konvensional, pada saat ada transaksi biasanya muzzaki (pemberi zakat) lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional daripada bank syariah adalah karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Transaksi Lembaga Amil Zakat tidak akan lepas dari lembaga keuangan konvensional, hal ini disebabkan lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi keuangan disetiap negara, sehingga menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan, sehingga Lembaga Keuangan Syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya dalam transaksi perbankan, timbulnya bunga tidak akan dapat dihindari dari transaksi tersebut  (Shoviaty & Djalaludin, 2017). Kegiatan transaksi pada lembaga pengelola zakat tidak  lepas dari lembaga keuangan konvensional yang masih menjadi mayoritas pilihan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan transaksi keuangan lainnnya. Masih digunakannya lembaga keuangan konvensional khususnya bank konvensional dalam kegiatan penerimaan lembaga zakat akan menimbulkan bunga bank atau jasa giro yang merupakan aturan main lembaga tersebut sehingga tidak bisa dihindari karena sifatnya darurat (Sholihah & Anisatus, 2019). Dampak  dalam kegiatan pengelolaan dan transaksi lembaga zakat menggunakan lembaga bank konvensional melahirkan adanya bunga bank atau jasa giro yang sifatnya non halal. Dana non halal senbiri merupakan dana yang sumbernya dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah (Damayanti et al., 2023). Ketentuan mengenai dana non halal menurut PSAK 109 adalah dana non halal disajikan dalam necara dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (IAI, 2021). Keberadaan dana non halal berdasarkan PSAK 109 diungkapkan oleh amil atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Dana non halal harus diungkapkan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pengungkapan dana non halal sebagai bagian dari penerapan PSAK 109 diharapkan dapat menjadi sebuah standar dalam penyusunan laporan keuangan organisasi/lembaga atau badan pengelola dana zakat sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan pengelola zakat (Megawati & Trisnawati, 2014). Pengungkapan dana non halal perlu dilakukan yaitu dengan memisahkan penggunaan pendapatan non halal pada pengalokasian dana yang bersifat konsumtif dan khususnya pinjaman produktif (Harkaneri & Reflisa, 2018). Pengelolaan dana non halal tidak bisa dikelola secara sembarangan karena ini menyangkut dengan prinsip syariah. Pencatatan dan Pelaporan dana non halal lembaga zakat sudah diatur didalam PSAK 109. Diterbitkannya PSAK 109 sebagai acuan organisasi/lembaga atau badan pengelola dana zakat, infaq dan sedekah termasuk dalam pelaporan dan pengelolaan dana non halal. 
Penelitian terkait pelaporan pejelolaan  dana nonhalal sudah pernah dilakukan, yaitu penelitian (Roziq & Yanti, 2015)  menemukan bahwa Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Mandiri, Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, ketiga Lembaga Amil Zakat tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Sumber penerimaan dana tidak halal BAZNAS Kota Palopo berasal dari pendapatan bunga dari rekening bank konvensional yang dimilikinya. BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dan memanfaatkan dana non halalnya sesuai dengan PSAK 109 dan ketentuan syariah. Penerimaan dana tidak halal diterima dalam keadaan darurat dan tidak dapat dihindari. pengelolaannya dalam laporan keuangan juga telah diakui sebagai dana tidak halal dan disajikan terpisah dari dana ZIS serta telah diungkapkan mengenai kebijakan penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya (Rusli et al., 2020). BAZNAS Makassar pada tahun 2018 belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 begitupun pada pengelolaan dana non halal belum sesuai dengan standar PSAK 109 (Sapril et al., 2023). Amil telah mengakui penambahan dana yang diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai dana nonhahal sesuai jumlah yang diterima. Amil pun telah menyajikan dana nonhalal telah terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, penjurnalan dan pengungkapan di LAZ Dompet Amanah Umat belum sesuai dengan PSAK 109. Amil belum dapat memunculkan keberadaan dana nonhalal pada saat pengungkapannya (Choir, 2019). Penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2016-2018 telah sesuai dengan PSAK 109. Penerimaan non halal yang berasal dari penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya telah terpisah dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Penggunaan dana non halal perlu dipisahkan dari pengeluaran beban operasional BAZNAS Kota Yogyakarta (Choir, 2019). 
Peneltian terkait dana non halal telah beberapa kali dilakukan, namun beberapa menunjukkan bahwa ada lembaga zakat baik berlabel pemerintah maupun swasta masih belum menerapkan PSAK 109 dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak/ sedekah, serta dalam penyajian dan pengungkapan dana non halal. Berdasarkan fenemoena terebut peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan PSAK 109 BAZNAS Pusat R.I  dalam menyajikan dan mengungkapkan dana non halal yang diterima. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui bank syariah dan bank konvensional hal ini terlihat pada website resmi BAZNAS yang mencantumkan sekitar 7 bank yang masih berlabel konvensional. Sangat menarik untuk melihat bagaimana praktik penerapan PSAK 109 BAZNAS pusat R.I dalam menyajikan dan mengungkapkan dana non halal. BAZNAS Pusat R.I juga sebagai induk merupakan patron bagi lembaga lembaga zakat lainnya baik yang berlabel pemerintah maupun swasta. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah BAZNAS Pusat R.I dalam menyajikan dan mengungkapkan dana non halal telah sesuai dengan PSAK 109 ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 109 BAZNAS Pusat R.I dalam menyajikan dan mengungkapkan dana non halal.

Kajian Literatur
Standar akuntansi keuangan tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109. Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan (Tahir & Zusiana, 2017). PSAK 109 Tentang Akuntasi ZIS bertujuan guna terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati & Trisnawati, 2014). Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK 109 ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Ruang lingkup PSAK 109 ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.
Dana  non halal menurut PSAK 109 adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional dan sumber non halal lainnya (Megawati & Trisnawati, 2014). Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah (Tiara et al., 2014). Bunga bank konvensional harus diakui sebagai dana non halal dan dicatat sesuai dengan besaran nominal yang diterima, karena berdasarkan fatwa dan aturan hal tersebut bersifat haram dan dilarang. Fenomena yang terjadi penerimaan dana non halal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat sehingga amil terpaksa menerima dana non halal dan harus memisahkannya dari dana zakat, infaq, dan sedekah.
Ketentuan mengenai dana non halal menurut PSAK 109 disajikan dalam necara dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Tiara et al., 2014). Pengungkapan dana non halal sebagai bagian dari penerapan PSAK 109 diharapkan dapat menjadi sebuah standar dalam penyusunan laporan keuangan amil sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan pengelola zakat (Megawati & Trisnawati, 2014). Dana non halal dari dana zakat, infaq, dan sedekah harus dipisahkan dikarenakan kegunaannya dari masing-masing dana berbeda . Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib untuk dipisahkan antara dana zakat, infaq, dan sedekah, dan dana non halal (Lenap, 2019). Bukan hanya dalam menyajikan laporan dana non halal, lembaga pengelola zakat juga diatur untuk mengungkapkannya sebagai wujud transparansi karena ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan bersama. Keberadaan dana non halal berdasarkan PSAK 109 diungkapkan oleh amil atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Dana non halal harus diungkapkan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.
Metodologi Penelitian
Penelitan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk memberikan gambaran teori dengan praktik dilapangan setelah itu membandingkan keduanya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data sekunder yang telah disediakan dan dipublikasikan BAZNAS berupa laporan keuangan audited 2020 dan 2021 yang telah dishare pada Website resmi https://baznas.go.id/keuangan/laporan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu analisis atas data yang diperoleh, dan dikembangkan suatu pola hubungan (Mudjia, 2018). Tiga komponen utama analisis kualitatif dengan interactive model adalah Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) (Sugiyono, 2011). Setelah melakukan pengambilan dan pengumpulan data , maka akan diklasifikasikan data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan. Kemudian diolah dan diorganisasikan mengerucut untuk menjawab  pertanyaan dan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu data-data  disusun agar mudah dibaca sehingga dapat ditarik kesimpulan. Langkah terakhir setelah data disajikan adalah penarikan kesimpulan yang harus diverifikasi dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap catatan-catatan penting yang sudah dikumpulkan bersama data lainnya. Kesimpulan akhir perlu dilakukan verifikasi agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Amil Zakat Nasional
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan (BAZNAS, 2023). 
Visi BAZNAS “Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat.” Misi yaitu (BAZNAS, 2023) :
1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7.  Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9.  Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Penyajian Dana Non Halal Pada Laporan Posisi KeuanganSumber : https://baznas.go.id/keuangan/laporan
Perlakuan akuntansi zakat terkait pengelolaan dana non halal meliputi pengakuan dan pengukuran dana non halal serta melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan sedekah. Ketentuan mengenai dana non halal disajikan dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan nama lain neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Neraca ini sangat penting bagi menajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Laporan keuangan Audited BAZNAS 2021 dan 2020 telah menyajikan dalam neraca (laporan posisi keuangan), yaitu aktiva, kewajiban dan saldo dana. baznas telah menyajikan saldo dana  berupa dana zakat, dana infak/sedekah, saldo dana amil. Adapun  dana non halal sesui Laporan keuangan Audited BAZNAS 2021 dan 2020 tidak disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan sesuai ketentuan PSAK 109. Sesuai ketentuan PSAK 109 lembaga zakat seharunya menyajikan saldo dana non halal apabila didalam kegitannnya melakukan penerimaan, penyaluran dan pengelolaan dana non halal namun dalam laporan posisi keuangan BAZNAS tidak melakukan penyajian terkait dana non halal.
Data Laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 BAZNAS tidak menyajikan saldo dana non halal. Dapat di intrepertasikan bahwa tahun 2020 dan 2021 BAZNAS tidak melakukan pengakuan dan pengukuran dana non halal serta tidak melakukan penyajian dalam Laporan posisi keuangan Audited 2020 dan 2021. Sementara data dari situs resmi BAZNAS RI masih menggunakan beberapa lembaga bank konvesional dalam melakukan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah. Kita ketahui bersama bahwa produk layanan yang melekat pada perbankan konvensional yaitu penerimaan jasa giro atau bunga masuk dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau dana non halal. Namun BAZNAS RI tidak melakukan pengakuan dan penyajian dana non halal yang diterima dalam Laporan posisi keuangan atau neraca. Berikut disajikan data penggunaan beberapa lembaga perbankan konvesional dan syariah yang dirilis pada situs resmi BAZNAS RI dalam melakukan pengumpulan/penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah


Sumber : Data diolah
Berdasarkan data diatas ada 24 lembaga perbankan yang BAZNAS RI dalam melakukan pengumpulan/penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan 7 bank yang berlabel non syariah atau biasa disebut bank konvensional.  Dana non halal adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh amil. Dana non halal ini diterima oleh amil karena secara sistem perbankan amil menerima seperti bunga dari tabungan atau deposito di bank konvensional. Umumnya amil berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya bisa dikatakan terpaksa / darurat.

Penyajian Dana Non Halal Pada Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana selanjutnya disebut LPD menyajikan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah,dana amil, dan dana non halal. Dalam LPD ini menampilkan pengelolaan dana yang diterima dari berbagai sumber penerimaan termasuk penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Kemudian menyajikan dana yang disalurkan sesuai peruntukannya. Selanjutnya menampilkan jumlah saldo dana- dana tersebut.

 Sumber : https://baznas.go.id/keuangan/laporan
Berdasarkan data laporan keuangan audited BAZNAS RI yang dirilis pada situs resminya menggambarkan bahwa dalam laporan perubahan dana tidak melakukan penyajian dana non halal. BAZNAS RI hanya menyajikan dalam Laporan Perubahan Dana 2020 dan 2021 beberapa akun saldo dana seperti saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah, saldo dana amil. 
Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan pada PSAK 109 merupakan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101,109, Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. Secara garis besar Catatan atas laporan keuangan BAZNAS RI 2020 dan 2021 sudah memuat beberapa informasi penjelasan atas laporan keuangan yang disajikan. Namun tidak melakukan pengungkapan terkait pengakuan dan pengukuran dana non halal.
Catatan atas laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2020 dan 2021 tidak melakukan pengungkapan keberadaan dana non halal, serta mengenai kebijakan atas penggunaan lembaga keuagan non syariah. Sedangkan didalam PSAK 109 dijelaskan bahwa Amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. 

Kesimpulan
Penerimaan dana non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Komponen laporan keuangan BAZNAS RI 2020 dan 2021  secara garis besar telah mengikuti standar PSAK 109 terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun didalam penyajian dan pengungkapannya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 109 khususnya dana non halal.  Seperti pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan penggunaan dana  tidak menyajikan saldo dana non halal. Catatan atas laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2020 dan 2021 tidak melakukan pengungkapan keberadaan dana non halal, serta mengenai kebijakan atas penggunaan lembaga keuagan non syariah. Sementara data dari situs resmi BAZNAS RI masih menggunakan beberapa lembaga bank konvesional dalam melakukan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah. Konsekuensinya bahwa produk layanan yang melekat pada perbankan konvensional yaitu penerimaan jasa giro atau bunga masuk dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau dana non halal sedangkan didalam PSAK 109 dijelaskan bahwa Amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan Laporan keuangan Audited BAZNAS 2020 dan 2021 belum sesuai dengan Standar akuntansi keuangan Zakat  atau PSAK 109.
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NOURAIAN 2021 2020

I ASET

Aset lancar

Kas dan Setara Kas 67,376,444,399        51,424,123,750       

Piutang Qordhul Hasan - Amil 713,516,419            438,084,860           

Piutang Penyaluran 19,510,313,017        6,279,121,965         

Persediaan 8,838,777,080          9,276,249,113         

Uang Muka Program 23,398,647,889        15,901,416,855       

Uang Jaminan 157,635,280            70,000,000             

Jumlah Aset Lancar 119,995,334,083    83,388,996,544     

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap (bersih) 1,966,460,018          2,294,319,227         

Aset Kelolaan (bersih) 28,449,047,858        29,925,679,644       

Aset Hak Guna 2,630,019,209          3,615,020,164         

Aset Lain-Lain 913,695,018           

Jumlah Aset Tidak Lancar 33,959,222,103      35,835,019,035     

JUMLAH ASET

153,954,556,187      119,224,015,578     

II LIABILITAS DAN SALDO DANA

Lialibilitas Jangka Pendek

Titipan Penyaluran 2,535,833,275          4,336,524               

Beban yang Masih Harus Dibayar 476,614,032            525,249,919           

Utang Pajak 279,671,368            178,194,516           

Utang Lain-Lain 442,262,060            776,274,354           

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3,734,380,735        1,484,055,313       

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Sewa 1,785,537,190          2,343,215,627         

Liabilitas Imbalan Kerja 10,459,966,557       

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12,245,503,747      2,343,215,627       

III Saldo Dana

Dana Zakat 116,119,047,989      93,691,181,845       

Saldo Dana Infaq/Sedekah 29,818,910,225        15,548,813,042       

Saldo Dana Amil 7,963,286,510          6,156,749,751         

Jumlah Saldo Dana 137,974,671,704    115,396,144,638   

JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA 153,954,556,187    119,224,015,578   

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

LAPORAN POSISI KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2021 DAN 2020


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

		LAPORAN POSISI KEUANGAN

		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2021 DAN 2020

		NO		URAIAN		2021		2020

		I		ASET

				Aset lancar

				Kas dan Setara Kas		67,376,444,399		51,424,123,750

				Piutang Qordhul Hasan - Amil		713,516,419		438,084,860

				Piutang Penyaluran		19,510,313,017		6,279,121,965

				Persediaan		8,838,777,080		9,276,249,113

				Uang Muka Program		23,398,647,889		15,901,416,855

				Uang Jaminan		157,635,280		70,000,000

				Jumlah Aset Lancar		119,995,334,083		83,388,996,544

				Aset Tidak Lancar

				Aset Tetap (bersih)		1,966,460,018		2,294,319,227

				Aset Kelolaan (bersih)		28,449,047,858		29,925,679,644

				Aset Hak Guna		2,630,019,209		3,615,020,164

				Aset Lain-Lain		913,695,018

				Jumlah Aset Tidak Lancar		33,959,222,103		35,835,019,035

				JUMLAH ASET		153,954,556,187		119,224,015,578



		II		LIABILITAS DAN SALDO DANA

				Lialibilitas Jangka Pendek

				Titipan Penyaluran		2,535,833,275		4,336,524

				Beban yang Masih Harus Dibayar		476,614,032		525,249,919

				Utang Pajak		279,671,368		178,194,516

				Utang Lain-Lain		442,262,060		776,274,354

				Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3,734,380,735		1,484,055,313

				Liabilitas Jangka Panjang

				Liabilitas Sewa		1,785,537,190		2,343,215,627

				Liabilitas Imbalan Kerja		10,459,966,557

				Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		12,245,503,747		2,343,215,627

		III		Saldo Dana

				Dana Zakat		116,119,047,989		93,691,181,845

				Saldo Dana Infaq/Sedekah		29,818,910,225		15,548,813,042

				Saldo Dana Amil		7,963,286,510		6,156,749,751

				Jumlah Saldo Dana		137,974,671,704		115,396,144,638

				JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		153,954,556,187		119,224,015,578
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NO. BANK  NOMOR REKENING  KETERANGAN

1BSI 955.5555.400  SYARIAH

2MANDIRI 0700.0018.555.55  KONVESIONAL

3BCA 686.0148.755  KONVESIONAL

4CIMB NIAGA SYARIAH 860.000.148.800  SYARIAH

5BRI 0504.0100.0239.300  KONVESIONAL

6MUAMALAT 301.007.075.3  SYARIAH

7BNI 555.550.5027  KONVESIONAL

8PERMATA SYARIAH 971.006.455  SYARIAH

9BSI 700.132.5498  SYARIAH

10MAY BANK SYARIAH 270.000.0555  SYARIAH

11BCA SYARIAH 0011.5555.10  SYARIAH

12BTN SYARIAH 701.100.1155  SYARIAH

13SINARMAS SYARIAH 990.002.3828  SYARIAH

14DANAMON 002.928.555.8  KONVESIONAL

15DANAMON SYARIAH 005.833.2362  SYARIAH

16OCBC NISP SYARIAH 127.800.001.555  SYARIAH

17BANK DKI 701.700.075.51  KONVESIONAL

18MEGA SYARIAH 100.001.5559  SYARIAH

19BUKOPIN SYARIAH 880.025.5016  SYARIAH

20BANK BJB SYARIAH 006.010.100.5555  SYARIAH

21BANK BJB  001.133.333.4444  KONVESIONAL

22PANIN DUBAI SYARIAH 100.900.1189  SYARIAH

23VICTORIA SYARIAH 500.100.5553  SYARIAH

24BSI 100.078.3214 SYARIAH

Daftar Rekening BAZNAS
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		Daftar Rekening BAZNAS

		NO. 		BANK 		NOMOR REKENING 		KETERANGAN

		1		BSI		955.5555.400 		SYARIAH

		2		MANDIRI		0700.0018.555.55 		KONVESIONAL

		3		BCA		686.0148.755 		KONVESIONAL

		4		CIMB NIAGA SYARIAH		860.000.148.800 		SYARIAH

		5		BRI		0504.0100.0239.300 		KONVESIONAL

		6		MUAMALAT		301.007.075.3 		SYARIAH

		7		BNI		555.550.5027 		KONVESIONAL

		8		PERMATA SYARIAH		971.006.455 		SYARIAH

		9		BSI		700.132.5498 		SYARIAH

		10		MAY BANK SYARIAH		270.000.0555 		SYARIAH

		11		BCA SYARIAH		0011.5555.10 		SYARIAH

		12		BTN SYARIAH		701.100.1155 		SYARIAH

		13		SINARMAS SYARIAH		990.002.3828 		SYARIAH

		14		DANAMON		002.928.555.8 		KONVESIONAL

		15		DANAMON SYARIAH		005.833.2362 		SYARIAH

		16		OCBC NISP SYARIAH		127.800.001.555 		SYARIAH

		17		BANK DKI		701.700.075.51 		KONVESIONAL

		18		MEGA SYARIAH		100.001.5559 		SYARIAH

		19		BUKOPIN SYARIAH		880.025.5016 		SYARIAH

		20		BANK BJB SYARIAH		006.010.100.5555 		SYARIAH

		21		BANK BJB 		001.133.333.4444 		KONVESIONAL

		22		PANIN DUBAI SYARIAH		100.900.1189 		SYARIAH

		23		VICTORIA SYARIAH		500.100.5553 		SYARIAH

		24		BSI		100.078.3214		SYARIAH
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NO URAIAN 2021 2020

I DANA ZAKAT

PENERIMAAN  448,110,950,330       305,347,256,942      

PENYALURAN (425,613,391,858)      (290,141,453,285)     

SURPLUS (DEFISIT) DANA ZAKAT TAHUN BERJALAN 22,497,558,472         15,205,803,657        

Saldo Awal Dana Zakat 93,621,489,516            78,485,378,188           

SALDO AKHIR DANA ZAKAT 116,119,047,989       93,691,181,845        

II DANA INFAQ DAN SEDEKAH

PENERIMAAN  69,644,484,321         76,346,790,474        

PENYALURAN (53,214,213,185)        (63,004,981,480)       

SURPLUS (DEFISIT) DANA INFAQ/SEDEKAH TAHUN BERJALAN 16,430,271,136         13,341,808,994        

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah 13,388,639,089            2,207,004,048            

SALDO AKHIR DANA INFAQ SEDEKAH 29,818,910,225         15,548,813,042        

III DANA AMIL

PENERIMAAN  DANA AMIL 86,805,511,101         69,835,682,994        

PENGGUNAAN DANA AMIL (100,925,547,362)      (68,308,527,515)       

SURPLUS (DEFISIT) DANA  AMIL (14,120,036,261)        1,527,155,479          

Saldo Awal Dana Amil 6,156,749,751             4,629,594,272            

SALDO AKHIR DANA AMIL (7,963,286,510)          6,156,749,751          

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

LAPORAN PERUBAHAN DANA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2021 DAN 2020
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		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

		LAPORAN PERUBAHAN DANA 

		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2021 DAN 2020



		NO		URAIAN		2021		2020

		I		DANA ZAKAT

				PENERIMAAN 		448,110,950,330		305,347,256,942

				PENYALURAN		(425,613,391,858)		(290,141,453,285)

				SURPLUS (DEFISIT) DANA ZAKAT TAHUN BERJALAN		22,497,558,472		15,205,803,657

				Saldo Awal Dana Zakat		93,621,489,516		78,485,378,188

				SALDO AKHIR DANA ZAKAT		116,119,047,989		93,691,181,845



		II		DANA INFAQ DAN SEDEKAH

				PENERIMAAN 		69,644,484,321		76,346,790,474

				PENYALURAN		(53,214,213,185)		(63,004,981,480)

				SURPLUS (DEFISIT) DANA INFAQ/SEDEKAH TAHUN BERJALAN		16,430,271,136		13,341,808,994

				Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		13,388,639,089		2,207,004,048

				SALDO AKHIR DANA INFAQ SEDEKAH		29,818,910,225		15,548,813,042



		III		DANA AMIL

				PENERIMAAN  DANA AMIL		86,805,511,101		69,835,682,994

				PENGGUNAAN DANA AMIL		(100,925,547,362)		(68,308,527,515)

				SURPLUS (DEFISIT) DANA  AMIL		(14,120,036,261)		1,527,155,479

				Saldo Awal Dana Amil		6,156,749,751		4,629,594,272

				SALDO AKHIR DANA AMIL		(7,963,286,510)		6,156,749,751
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